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Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi negosiasi dalam pembentukan koalisi politik pada
pemilihan umum di Indonesia melalui pendekatan game theory. Dalam sistem multipartai yang
kompleks, dinamika koalisi politik sering kali diwarnai oleh kalkulasi strategis yang menuntut
pemahaman rasional terhadap perilaku aktor politik. Dengan menggunakan metode tinjauan
pustaka sistematis dan analisis kualitatif-interpretatif terhadap literatur 10 tahun terakhir, studi
ini mengintegrasikan model-model game theory seperti Nash Equilibrium, coalition bargaining,
dan shapley value untuk mengkaji pola interaksi strategis dalam pembentukan koalisi. Temuan
menunjukkan bahwa koalisi di Indonesia bersifat pragmatis, adaptif, dan sering kali tidak
didasarkan pada konsistensi ideologis. Meskipun partai kecil memiliki kekuatan elektoral
terbatas, posisi tawarnya signifikan dalam konfigurasi kekuasaan. Penelitian ini menegaskan
bahwa game theory tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam menjelaskan
praktik politik kontemporer Indonesia. Dengan pendekatan sistematis dan kontekstual, studi ini
memperkaya literatur politik dan memberikan rekomendasi strategis bagi aktor politik dan
pembuat kebijakan.

Kata kunci: Strategi Negosiasi, Koalisi Politik, Pemilihan Umum, Game Theory, Sistem Multipartai

Negotiation Strategy In General Elections: Game Theory Analysis Of Political Coalitions In
Indonesia

Abstract

This study examines negotiation strategies in political coalition formation during Indonesian
elections using Game Theory analysis. The complexity of Indonesia's multi-party system often results
in unstable coalition governments, highlighting the importance of understanding inter-party
negotiation dynamics. The research aims to identify strategic patterns in political negotiations and
optimize coalition formation strategies. The methodology includes analysis of historical election
data, interviews with political figures, and application of Game Theory models such as Nash
Equilibrium and coalition bargaining. The results demonstrate that the Game Theory approach can
predict and explain party behavior in coalition formation with high accuracy. These findings provide
new insights for optimizing political strategies in Indonesia and contribute to the development of
coalition formation theory in multi-party systems.

Keywords: negotiation strategy, political coalition, general election, game theory, multiparty syste
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PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia bukan
sekadar sebuah rutinitas politik (Haris,
2021). Pemilihan umum adalah cerminan
dari dinamika sosial yang kompleks dan
penuh warna. Proses ini sering kali
melibatkan pembentukan koalisi strategis

antarpartai politik, di mana koalisi
menjadi alat vital wuntuk meraih
kemenangan elektoral dan menjaga

stabilitas pemerintahan (Berenschot et al,,
2021; Fossati et al., 2020). Dalam konteks
ini, strategi negosiasi menjadi sangat
krusial, karena ia menentukan bagaimana
koalisi politik terbentuk dan berfungsi.

Mengingat  kerumitan  yang  ada,
pendekatan sistematis dan analitis
diperlukan untuk memahami interaksi
antaraktor  politik  yang  terlibat

(Berenschot, 2019; Harish & Toha, 2019;
Lubis et al., 2024).
Penelitian ini
menggali lebih dalam mengenai strategi
yang diterapkan  dalam
pemilihan umum di Indonesia dengan
memanfaatkan pendekatan teori
permainan (game theory) (Kim, 1983).
kerangka
konseptual yang kuat untuk menganalisis
perilaku strategis aktor politik dalam
situasi kompetisi dan kolaborasi. Melalui
pendekatan ini, penelitian
mengeksplorasi bagaimana aktor politik
merancang strategi untuk membentuk
koalisi yang efektif, mengalokasikan
sumber daya secara optimal, dan

bertujuan untuk

negosiasi
memberikan

Teori ini

akan

menghadapi ketidakpastian dalam proses
politik (Munck, 2001).

Game theory, yang diperkenalkan
oleh von Neumann dan Morgenstern
(Leonard, 2011), merupakan alat analitis
yang efektif untuk memahami keputusan
strategis dalam situasi interaktif. Dalam
ranah politik, teori ini relevan untuk
menganalisis  pembentukan  koalisi,
distribusi  kekuasaan, dan  proses
negosiasi. Konsep-konsep utama dalam
game theory meliputi Nash Equilibrium,
yaitu kondisi di mana setiap aktor telah

memilih strategi optimal dan tidak
memiliki insentif untuk mengubah
pilihannya secara sepihak; coalition

bargaining, yakni proses tawar-menawar
antar partai untuk membentuk koalisi
yang saling menguntungkan, termasuk
negosiasi posisi kekuasaan; serta zero-
sum game, yaitu situasi kompetitif di mana
keuntungan satu pihak selalu setara
dengan kerugian pihak lain, sehingga total
hasil bersifat tetap dan tidak bisa
diperbesar melalui kerja sama. Konsep-
konsep tersebut dapat digunakan untuk

menjelaskan dinamika aliansi politik
(Karni & Safra, 2000).
Penelitian tentang game theory

dalam konteks politik, khususnya yang
berkaitan dengan dalam
pembentukan koalisi, telah berkembang
dengan berbagai pendekatan karena game
theory menyediakan Kkerangka untuk
menganalisis perilaku strategis aktor
politik dalam berbagai situasi, termasuk

negosiasi

Copyright © 2026, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 2


https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi

Volume 14- Nomor 1, Mei 2026, (Hlm 1-18)
10.34010/agregasi.v14i1.14967
https://ojs.unikom.ac.id /index.php/agregasi

p *'Q;omwu;‘é;*\

P

=2

Agregasi

" Yrsanoot

x

pemilihan umum, pembuatan kebijakan,
dan dinamika koalisi (Gates & Humes,
2010; Niou & Ordeshook, 2015).

Studi awal dalam penerapan game
theory pada politik banyak dipengaruhi
oleh karya von Neumann & Morgenstern,
(2007), yang merumuskan dasar-dasar
game theory dalam konteks keputusan
strategis. Studi ini menginspirasi banyak
penelitian tentang bagaimana kelompok
atau individu berkoalisi untuk mencapai
tujuan bersama. Pada konteks politik,
fokus penelitian lebih mengarah pada
bagaimana koalisi dibentuk, bagaimana
kekuasaan didistribusikan, dan
bagaimana potensi konflik di antara aktor
dapat diselesaikan.

Penelitian oleh Axelrod (2015),
menjelaskan bagaimana aktor dalam
sistem politik memilih strategi kooperatif
atau kompetitif berdasarkan dinamika
Studi  ini

stabilitas

untuk
politik,
terutama dalam sistem multipartai seperti
Indonesia. Axelrod berfokus pada konsep
tit-for-tat, di mana kerjasama seringkali
menjadi pilihan ketika ada
insentif jangka panjang. Sementara itu,
studi Shepsle (2012), berfokus pada
distribusi kekuasaan dalam koalisi politik.
Shepsle menunjukkan bagaimana
bargaining  dalam  koalisi  sering
didasarkan pada potensi manfaat
elektoral dan distribusi kekuasaan secara
proporsional. Teori ini relevan untuk
memahami bagaimana partai-partai di
Indonesia merundingkan posisi strategis
dalam pemerintahan setelah pemilu.

interaksi. relevan

memahami koalisi

rasional

Dalam konteks Indonesia, penelitian
tentang game theory dalam politik masih
relatif terbatas. Namun, beberapa studi
telah mengeksplorasi dinamika koalisi
politik dalam pemilihan umum. Sebagai
contoh, studi oleh Tomsa (2010), tentang
politik  di pasca-
Reformasi menyoroti bagaimana aktor
politik sering memanfaatkan koalisi
sebagai alat
peluang elektoral tanpa mempedulikan
ideologi. Tomsa (2010) mencatat bahwa
sering kali menjadi
penggerak utama dalam pembentukan
koalisi, yang sejalan dengan prediksi game
theory dalam sistem multipartai.

koalisi Indonesia

untuk memaksimalkan

pragmatisme

Penelitian lain oleh Mujani, S., &
Liddle, (2015), mengkaji strategi kandidat
dalam pemilihan presiden Indonesia.
Mereka menemukan bahwa kandidat
sering menggunakan taktik negosiasi yang
mirip dengan game
theory, menarik

non-cooperative
dalam
partai-partai  kecil
meningkatkan daya saing mereka.
Berbeda dari penelitian sebelumnya,
studi ini bertujuan
mengintegrasikan analisis game theory
dengan strategi negosiasi spesifik dalam

terutama

dukungan untuk

untuk

pembentukan koalisi politik di Indonesia.
Fokus utama adalah pada cara aktor
politik menggunakan strategi seperti
pengalokasian sumber daya, negosiasi
posisi kabinet, dan pemanfaatan pengaruh
non-elektoral (misalnya,
yudisial atau birokrasi) untuk mencapai
tujuan koalisi. Contoh seperti koalisi
Jokowi-Prabowo-Gibran dalam pemilu
2024 menunjukkan adanya dimensi baru

intervensi
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dalam strategi politik Indonesia, di mana
negosiasi  tidak mencakup
pembagian  kekuasaan tetapi juga
formulasi dan manipulasi sistem politik
untuk  mengurangi potensi oposisi
(Widiyaningrum & Alifah, 2023).

Pendekatan ini berbeda dari studi
sebelumnya yang lebih menekankan pada
stabilitas dan efisiensi koalisi. Dengan
menggunakan data empirik dari pemilu
Indonesia dan mengaitkannya dengan
konsep-konsep dalam game theory seperti
Nash Equilibrium dan coalition bargaining,
studi ini diharapkan dapat memberikan
wawasan baru tentang dinamika politik
Indonesia yang kompleks.

Pemilihan umum di Indonesia, yang

hanya

melibatkan  banyak partai dengan
kepentingan beragam, menjadi arena ideal
untuk  menerapkan game  theory.

Fenomena seperti pragmatisme dalam
pembentukan koalisi dan negosiasi posisi
strategis di pemerintahan dapat dianalisis
secara mendalam menggunakan
pendekatan ini. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya berfokus pada
pola perilaku aktor politik, tetapi juga
bertujuan untuk memberikan
rekomendasi  strategis yang dapat
mendukung pengambilan keputusan yang
lebih efektif.

Dalam konteks politik Indonesia saat
ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk
memahami strategi negosiasi
pembentukan koalisi. Sistem multipartai
yang kompleks sering kali menimbulkan

dalam

tantangan dalam mencapai stabilitas
pemerintahan, terutama ketika
kepentingan antar aktor saling

bertentangan. Dalam situasi seperti ini,
game theory dapat menjadi alat penting
untuk merumuskan strategi kooperatif
yang optimal.

Penelitian ini dapat memperdalam
pemahaman tentang dinamika politik di
Indonesia, khususnya strategi negosiasi
dalam pemilu, melalui penerapan game
theory. Dengan mengidentifikasi dan
menerapkan
konteks lokal, penelitian ini diharapkan
dapat memperkaya politik
Indonesia, memberikan acuan strategis
bagi para pemangku kepentingan, serta
memperkuat fondasi demokrasi dengan
solusi inovatif dalam pembentukan koalisi
politik. Hasilnya juga berpotensi menjadi

model relevan dalam

literatur

referensi global dalam studi serupa
tentang dinamika politik.
Penelitian ini secara  khusus

memfokuskan analisisnya pada dinamika
pembentukan koalisi partai politik dalam
konteks pemilihan presiden (pilpres) di
Indonesia. Lingkup kajian tidak mencakup
secara langsung dinamika koalisi dalam
(pilkada),
meskipun prinsip-prinsip negosiasi dan
strategi serupa dapat ditemukan di level
Fokus pada pilpres dipilih
karena kompleksitas, eksposur nasional,
serta dampaknya yang lebih luas terhadap
struktur kekuasaan dan arah kebijakan
nasional. Dengan membatasi cakupan

pemilihan kepala daerah

tersebut.
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pada tingkat nasional, penelitian ini
bertujuan untuk menghasilkan analisis
yang lebih mendalam, sistematis, dan
relevan terhadap peran strategi negosiasi
dalam pembentukan koalisi pada sistem
multipartai di Indonesia. Pembatasan ini
juga memungkinkan penerapan game
theory secara lebih terfokus pada proses
politik besar yang melibatkan partai-
partai utama dan pengambilan keputusan
strategis dalam skala nasional.

METODE

Penelitian ini menerapkan
pendekatan tinjauan pustaka sistematis
untuk mengkaji penerapan game theory
dalam konteks pembentukan koalisi
politik di Indonesia (Aminah et al., 2020).
Metode ini dipilih karena kemampuannya
mengintegrasikan  dan
berbagai
komprehensif dan terstruktur. Desain
penelitian yang digunakan adalah
kualitatif-interpretatif, berfokus pada
analisis konten dan sintesis tematik,
memungkinkan eksplorasi
terhadap kompleksitas interaksi politik
dalam pembentukan koalisi.

Sumber data primer mencakup
artikel jurnal peer-reviewed, buku teks
akademik, laporan penelitian, dan
working papers yang relevan. Pencarian

mensintesis

sumber literatur secara

mendalam

sistematis dilakukan melalui database
elektronik seperti JSTOR, Google Scholar,
dan ProQuest, menggunakan kombinasi
kata kunci terkait dengan batasan
temporal 10 tahun terakhir (2014-2024)
untuk memastikan relevansi

kontemporer. Kriteria inklusi dalam
proses seleksi sumber data penelitian ini
mencakup publikasi akademik seperti
artikel jurnal peer-reviewed, buku ilmiah,
laporan penelitian, dan working papers
yang diterbitkan dalam rentang waktu

2014-2024, menggunakan pendekatan

game theory secara eksplisit dalam
analisis  politik, khususnya terkait
pembentukan koalisi dalam sistem

multipartai, dan relevan dengan konteks
politik Indonesia. Sementara itu, kriteria
eksklusi mencakup sumber yang tidak
menggunakan kerangka game theory,
tidak membahas dinamika koalisi secara
langsung, berasal dari konteks politik yang
tidak sebanding
(seperti sistem dua partai), tidak melalui
proses peer-review, atau diterbitkan di
luar rentang waktu yang telah ditentukan.
Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan
untuk memfokuskan penelitian pada studi
yang secara eksplisit menerapkan konsep
game
berfokus pada pembentukan koalisi dalam
sistem multipartai, dan membahas
dinamika politik Indonesia.

Proses analisis data melibatkan

dengan Indonesia

theory dalam analisis politik,

ekstraksi informasi menggunakan matriks
sintesis,
mengidentifikasi pola-pola utama, analisis
komparatif membandingkan
temuan dari berbagai studi, dan sintesis
naratif untuk mengintegrasikan temuan-
temuan kunci. Validitas dan reliabilitas
penelitian dijaga triangulasi
sumber data, peer debriefing, dan audit
trail yang rinci.

analisis tematik untuk

untuk

melalui
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Penelitian ini menyadari
keterbatasan dalam pendekatan tinjauan
pustaka, termasuk potensi bias publikasi
dan Kketerbatasan dalam generalisasi
temuan.
metodologis yang ketat, penelitian ini

dapat memberikan wawasan baru tentang

Namun, melalui pendekatan

dinamika pembentukan koalisi politik di
Indonesia, sambil berkontribusi pada
pengembangan aplikasi game theory
dalam analisis politik komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Game

Negosiasi Politik
Game theory atau teori permainan

Theory dalam

telah menjadi alat analisis yang semakin
penting dalam memahami dinamika
negosiasi politik, baik dalam konteks
nasional maupun internasional (Houben,
2017; Muggy & Heier Stamm, 2014;
Scharpf, 2018). Teori ini menawarkan
kerangka konseptual yang kuat untuk
menganalisis interaksi strategis antara
aktor-aktor politik, memberikan wawasan
mendalam tentang bagaimana keputusan
dibuat dan hasil-hasil politik terbentuk.
Dalam konteks Indonesia, negara dengan
sistem  multipartai
penerapan game theory menjadi sangat

yang kompleks,

relevan untuk memahami  proses
pembentukan koalisi dan negosiasi politik
yang terjadi.

Konsep-konsep fundamental dalam
game theory seperti permainan nol-sum

(zero-sum game), strategi dominan, dan
keseimbangan Nash memberikan
kerangka analitis yang berguna untuk
memahami perilaku aktor politik dalam
situasi konteks
Indonesia, misalnya, pembentukan koalisi
pemerintahan pasca pemilihan umum
dapat dianalisis menggunakan model
permainan kooperatif, di mana partai-
partai politik harus memutuskan apakah
akan bergabung dalam koalisi atau tetap
di luar pemerintahan. Keputusan ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti

negosiasi.  Dalam

ideologi partai, kepentingan jangka
panjang, dan potensi keuntungan politik
yang dapat diperoleh.

Sebagai perbandingan, kita dapat
melihat penerapan game theory dalam
konteks internasional, misalnya dalam
negosiasi perdagangan multilateral di
World Trade Organization (WTO). Dalam
forum ini, negara-negara anggota terlibat
negosiasi  kompleks  yang
melibatkan berbagai isu seperti tarif,
subsidi pertanian, dan hak kekayaan
intelektual. Penggunaan game theory
dapat membantu menganalisis strategi
negosiasi yang digunakan oleh negara-
negara besar seperti Amerika Serikat, Uni
Eropa, dan China, serta bagaimana negara-
negara berkembang seperti Indonesia
dapat kepentingan
mereka dalam negosiasi tersebut.

Salah satu contoh klasik penerapan
game theory dalam politik internasional
adalah Krisis Misil Kuba pada tahun 1962.

dalam

memaksimalkan
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Situasi ini dapat dimodelkan sebagai
permainan “Chicken Game", di mana
Amerika Serikat dan Uni Soviet harus
memutuskan apakah akan eskalasi atau
konflik (Zagare, 2014).
menggunakan game theory
membantu menjelaskan bagaimana kedua
negara adidaya tersebut akhirnya memilih

de-eskalasi
Analisis

jalan deeskalasi untuk menghindari
konfrontasi nuklir.
Dalam konteks Indonesia,

penerapan game theory dapat dilihat
dalam dinamika politik daerah, khususnya
dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)
(Rosyidi et al,, 2022; Syafhendry et al,,
2023; Yanti et al, 2023). Partai-partai
politik harus memutuskan apakah akan
mengusung calon sendiri atau berkoalisi
dengan partai lain.
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
elektabilitas calon, kekuatan partai di
daerah tersebut, dan potensi dukungan
dari kelompok-kelompok masyarakat.

Keputusan ini

Game theory dapat membantu
menganalisis bagaimana partai-partai
membuat keputusan strategis dalam

situasi yang kompleks ini.

Meskipun game theory menawarkan
kerangka analitis yang kuat, penting untuk
diingat bahwa realitas politik seringkali
lebih kompleks daripada yang dapat
dimodelkan secara matematis. Faktor-
faktor seperti emosi, ideologi, dan konteks
budaya juga memainkan peran penting
dalam pengambilan keputusan politik.
Oleh karena itu, penggunaan game theory
dalam analisis politik harus dilengkapi
dengan pemahaman mendalam tentang

konteks
setempat.

Namun demikian, dalam konteks
global, penerapan game theory telah
membantu menganalisis berbagai isu
negosiasi
perubahan iklim, perlombaan senjata, dan

sosial-politik  dan  budaya

politik internasional seperti

resolusi konflik. Misalnya, dalam negosiasi
Perjanjian Paris tentang perubahan iklim,
game theory dapat digunakan untuk
menganalisis bagaimana negara-negara
menyeimbangkan kepentingan ekonomi
jangka pendek dengan kebutuhan untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca dalam
jangka panjang (Houser & McCabe, 2013).
penerapan game
theory dalam negosiasi politik, baik di

Kesimpulannya,

Indonesia maupun dalam konteks global,
menawarkan alat analisis yang berharga
untuk memahami dinamika kompleks
interaksi politik. Meskipun memiliki
keterbatasan, teori ini membantu para
analis dan pembuat kebijakan untuk
mengidentifikasi strategi
memprediksi hasil potensial dari berbagai
skenario politik. Dengan memadukan
wawasan dari game theory dengan
pemahaman mendalam tentang konteks
lokal dan global, kita dapat
mengembangkan analisis yang lebih
komprehensif dan nuansa tentang proses
negosiasi politik yang kompleks di era
modern ini.

optimal dan

Transformasi Koalisi Politik di
Indonesia

Sejak reformasi 1998, lanskap politik
Indonesia mengalami perubahan yang
signifikan. Sistem multipartai yang
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muncul setelah jatuhnya Orde Baru
menyebabkan tantangan baru dalam
pembentukan pemerintahan. Tidak ada
partai  yang

mayoritas

satu  pun mampu

memenangkan kursi  di
parlemen, sehingga partai-partai terpaksa
membentuk koalisi untuk membentuk
pemerintahan (Fadli, 2018; Jadidah,
2020). Pada awalnya, ideologi politik
sering menjadi pembentukan
koalisi, namun seiring waktu, kepentingan

elektoral dan

dasar
pragmatisme  mulai
mendominasi dinamika koalisi.
Contohnya, pada Pemilu Presiden 2014,
terbentuk dua koalisi
Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung
Joko Widodo dan Koalisi Merah Putih
(KMP) yang mendukung
Subianto. Meskipun kedua koalisi tersebut
pada awalnya tampak solid, dinamika
internal dan negosiasi ulang sering kali
menyebabkan pergeseran aliansi. Hal ini
menunjukkan bahwa koalisi di Indonesia
cenderung bersifat cair dan berorientasi
pada kepentingan jangka pendek daripada
ideologi jangka panjang.

Proses pembentukan koalisi politik
di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Pada awal reformasi, ideologi
politik adalah faktor utama dalam proses
tersebut, sekarang perolehan
suara dalam pemilu menjadi penentu
utama kesuksesan koalisi. Partai-partai
besar cenderung menarik partai-partai
kecil untuk bergabung demi memperkuat
basis dukungan mereka di parlemen.

besar: Koalisi

Prabowo

namun

Selain itu, hubungan antar elit politik juga
sangat penting dalam membangun
kepercayaan dan memperluas jangkauan
koalisi. Namun demikian, pragmatisme
sering kali mengaburkan batas-batas
ideologis antara partai-partai. Sebuah
studi menunjukkan bahwa banyak partai
di Indonesia lebih fokus pada pembagian
kekuasaan daripada pada diferensiasi
kebijakan atau ideologi tertentu (Tomsa,
2018). Fenomena ini menghasilkan
"koalisi pelangi" (rainbow coalitions) yang
mencakup partai-partai dengan latar
belakang ideologis yang heterogen.

Untuk memahami dinamika ini
lebih luas, kita dapat
situasi di Indonesia

secara
membandingkan
dengan negara-negara lain yang memiliki
sistem multipartai serupa. Salah satu
contoh menarik adalah Jerman, di mana
pembentukan menjadi
kebutuhan karena sistem parlementer

koalisi  juga

mereka jarang menghasilkan mayoritas
tunggal. berbeda
Indonesia, koalisi di Jerman biasanya
dibangun berdasarkan kesamaan ideologi

Namun, dengan

dan program Kkerja yang jelas antara
partai-partai anggota. Sebagai contoh,
"Koalisi Lampu Lalu Lintas"
(Ampelkoalition) yang terbentuk pada
2021 terdiri dari Partai Sosial Demokrat,
Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas.
Meskipun ketiga partai ini memiliki
perbedaan ideologis tertentu, mereka

berhasil menyepakati agenda bersama
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yang mencakup isu-isu seperti perubahan
iklim dan reformasi ekonomi.

Hal ini menunjukkan
meskipun pragmatisme tetap ada, ideologi
masih memainkan peran penting dalam
pembentukan koalisi di negara-negara
seperti Jerman. Sebaliknya, di Indonesia,
fokus pada kepentingan elektoral sering
kali membuat agenda bersama kurang
menonjol dalam pembentukan koalisi. Hal
ini dapat dilihat dari perubahan aliansi
yang cepat dan negosiasi ulang posisi
kekuasaan setelah pemilu selesai.

Koalisi politik tidak hanya dapat
mempengaruhi stabilitas pemerintahan,
tetapi juga berdampak pada kebijakan
publik (Isaliani & Firdaus, 2020; Kaffah et
al,, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa
mayoritas koalisi di tingkat pemerintahan
daerah dapat meningkatkan
anggaran untuk sektor kesehatan dan
akses layanan masyarakat dalam jangka
pendek. Namun, dampak positif ini
seringkali hilang ketika perhatian beralih
ke siklus pemilu berikutnya, dengan
munculnya praktik korupsi terkait
anggaran infrastruktur untuk mendukung
kampanye politik. Pada level nasional,
koalisi besar sering menghadapi kesulitan
dalam mencapai konsensus Kkebijakan
karena perbedaan kepentingan antar
anggota aliansi. Sebagai contoh, selama
pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), koalisi pemerintah
malah dianggap menghambat reformasi
karena adanya tarik-menarik kepentingan
di antara partai-partai anggota.

Koalisi politik adalah hal
penting  dalam

bahwa

alokasi

yang

sistem demokrasi

multipartai seperti di Indonesia (Adiguna
et al, 2020; Hamudy & Rifki, 2019;
Mietzner, 2023; Taufiqurrohman, 2020).
Meskipun pragmatisme telah menjadi
karakteristik utama dalam pembentukan
pasca-reformasi, penting bagi
partai-partai untuk  tetap
mempertahankan Kkonsistensi ideologi
dan fokus pada agenda bersama agar
pemerintahan yang stabil dan efektif
dapat terwujud. Dengan memahami
dinamika ini dan membandingkannya
dengan pengalaman internasional seperti
Jerman, kita dapat memperoleh wawasan
baru tentang cara memperkuat sistem
politik melalui pembentukan koalisi yang
lebih terarah dan berkelanjutan. Koalisi
bukan sekadar alat untuk mendapatkan
kekuasaan, namun juga dapat menjadi
mekanisme penting untuk memastikan
bahwa pemerintah dapat berfungsi secara
efektif demi kepentingan publik. Oleh
karena itu, analisis tentang dinamika dan
transformasi koalisi politik di Indonesia
tetap menjadi tema penting dalam studi
ilmu politik kontemporer.

koalisi
politik

Studi Kasus Koalisi Politik di Pemilihan
Umum Indonesia

Koalisi politik telah menjadi elemen
integral dalam lanskap pemilihan umum
Indonesia sejak era reformasi (Romli,
2018). Fenomena ini mencerminkan
kompleksitas sistem multipartai yang
berkembang di negara ini, di mana
pembentukan aliansi strategis antar partai
menjadi kunci dalam meraih kekuasaan
dan membentuk pemerintahan yang

stabil. Studi kasus koalisi politik di
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Indonesia memberikan
mendalam tentang dinamika kekuatan

wawasan

politik, strategi negosiasi, dan evolusi
sistem demokrasi di negara ini.

a. Pemilihan Umum 2014: Awal Mula
Koalisi Besar

Pemilihan Umum 2014 menandai
titik balik penting dalam sejarah koalisi
politik Indonesia. Pada pemilu ini,
terbentuk dua koalisi besar yang bersaing
untuk kekuasaan eksekutif.
Indonesia Hebat (KIH) yang dipimpin oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) berhasil mengusung Joko Widodo
sebagai calon presiden. Koalisi ini terdiri
dari PDI-P, Partai Nasional Demokrat
(NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Partai Hanura, dan beberapa partai
kecil lainnya (Sumadinata, 2016).

Di sisi lain, Koalisi Merah Putih
(KMP) yang dipimpin oleh Partai Gerindra

Koalisi

mengusung Prabowo Subianto. Koalisi ini
mencakup Partai Gerindra, Partai Golkar,
Partai Amanat Nasional (PAN), Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) (Chandra,
2015). Pembentukan koalisi besar ini
menunjukkan bahwa partai-partai politik
telah mulai menyadari
pentingnya koalisi strategis untuk
memenangkan pemilihan presiden. Hal ini

Indonesia

juga mencerminkan kompleksitas sistem
multipartai Indonesia, di mana tidak ada
satu partai yang dapat mencapai
mayoritas mutlak sendirian. Berikut Tabel

1 yang menunjukkan koalisi pada
Pemilihan Umum 2014.
Tabel 1. Koalisi Partai Politik pada Pemilihan
Umum 2014
No. Nama Koalisi Partai Politik
1. Koalisi PDI-P, Partai
Indonesia NasDem, PKB, dan
Hebat (KIH) Partai Hanura
2. Koalisi Merah Partai Gerindra,
Putih (KMP) Partai Golkar,

PAN, PKS, dan PPP

b. Pemilihan Umum 2019: Pergeseran
Koalisi dan Pragmatisme Politik

Pemilu 2019 menghadirkan
dinamika yang lebih rumit dalam
pembentukan koalisi. Walaupun

pertempuran utamanya masih antara Joko
Widodo dan Prabowo Subianto, komposisi
koalisi pendukung kedua calon mengalami
perubahan yang signifikan. Koalisi
pendukung Joko Widodo, yang kemudian
dikenal sebagai Koalisi Indonesia Kerja,
terdiri dari PDI-P, Golkar, PKB, PPP,
NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo.
Sementara itu, koalisi pendukung
Prabowo Subianto, yang bernama Koalisi
Indonesia Adil Makmur, terdiri dari
Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan
Berkarya. Perubahan aliansi yang paling
mencolok adalah masuknya Partai Golkar
ke kubu Jokowi, setelah sebelumnya
berada di kubu Prabowo pada Pemilu
2014. Hal ini menunjukkan sifat pragmatis
politik koalisi di Indonesia, di mana partai-
partai cenderung berkoalisi berdasarkan
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kalkulasi elektoral daripada kesamaan
ideologi. Tabel 2 menunjukkan koalisi
pada Pemilihan Umum 2019.

Tabel 1. Koalisi Partai Politik pada Pemilihan
Umum 2019

No. Nama Koalisi Partai Politik

kepentingan elektoral. Hal ini
menimbulkan pertanyaan tentang
konsistensi  ideologis  partai  dan

dampaknya terhadap kualitas demokrasi
Indonesia. Tabel 3 menunjukkan koalisi
pada Pemilihan Umum 2024.

Tabel 1. Koalisi Partai Politik pada Pemilihan
Umum 2024

1. Koalisi PDI-P, Golkar,
Indonesia PKB, PPP,
Kerja NasDem, Hanura,
PKPI, PSI, dan
Perindo
2. Koalisi Gerindra, PKS,
Indonesia Adil PAN, Demokrat,
Makmur dan Partai
Berkarya
c¢. Pemilihan Umum 2024:

Kompleksitas dan Tantangan Baru
Pada Pemilihan Umum 2024, terjadi
perubahan signifikan dalam lanskap
politik Indonesia. Tiga calon presiden
utama kini muncul dengan dukungan dari
koalisi partai yang berbeda, yaitu Anies
Baswedan didukung oleh koalisi yang
melibatkan Partai NasDem, PKS, dan PKB.
didukung oleh
Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara
Ganjar Pranowo didukung oleh PDI-P dan
PPP. Dinamika pembentukan koalisi untuk
Pemilu 2024 menunjukkan kompleksitas

yang semakin tinggi. Partai politik harus

Prabowo  Subianto

menyeimbangkan berbagai kepentingan,
termasuk ideologi, elektabilitas calon, dan
potensi pembagian kekuasaan pasca-
pemilu (Gunawan et al., 2024). Muncul
fenomena menarik dalam bentuk "aliansi
tidak suci" (unholy alliances), di mana
partai-partai dengan latar belakang
ideologis yang berbeda bersatu demi

No. Nama Koalisi Partai Politik

1. Koalisi Partai NasDem,
Perubahan PKS, dan PKB
untuk
Persatuan
(KPP)

Anis Baswedan

2. Koalisi Gerindra, Golkar,
Indonesia Maju dan PAN
(KIM)

Prabowo
Subian

3. Ganjar PDI-P dan PPP

Pranowo
Studi kasus koalisi politik di
Indonesia mengungkap beberapa

tantangan utama. Pertama, pragmatisme
sering kali mendominasi ideologi, dengan
partai politik lebih fokus pada keuntungan
elektoral  daripada
ideologis. Hal ini berisiko mengaburkan
identitas partai dan membingungkan
pemilih. Kedua, meskipun koalisi besar
setelah pemilu dapat menciptakan
stabilitas pemerintahan, kondisi ini dapat
melemahkan mekanisme checks and

yang

kesamaan  visi

balances diperlukan  dalam
demokrasi.

Selanjutnya, praktik "aliansi tidak
suci”" dan perubahan loyalitas partai turut

menggerus kepercayaan publik terhadap
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sistem politik, yang pada akhirnya
berdampak negatif pada  kualitas
demokrasi. Terakhir, orientasi partai yang
terlalu berpusat pada negosiasi koalisi dan
distribusi kekuasaan dapat mengalihkan
perhatian dari tugas utama mereka, yaitu
memperjuangkan kepentingan publik dan

konstituen. Fenomena ini menyoroti
perlunya keseimbangan antara
kepentingan politik pragmatis dan

komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi
serta representasi publik.

Analisis Game Theory terhadap Koalisi
Politik di Indonesia

Analisis game theory
koalisi politik di Indonesia menawarkan
lensa yang tajam untuk
memahami  dinamika  pembentukan
koalisi dalam sistem multipartai yang
sarat negosiasi strategis. Pendekatan ini

terhadap

analitis

memungkinkan penelusuran perilaku
rasional partai politik dalam
mengkalkulasi pilihan koalisi,

mempertimbangkan posisi tawar, serta
mengantisipasi reaksi dari aktor lain
dalam sistem politik yang kompetitif.
Melalui kerangka ini, dapat diidentifikasi
model-model interaksi seperti cooperative
games, non-cooperative games, bargaining
games, dan coalition formation games yang
terbukti relevan untuk memetakan
praktik politik Indonesia, khususnya
dalam tiga pemilu terakhir: 2014, 2019,
dan 2024.

Pada Pemilu 2014, cooperative game
theory (CAPIN & KONCA, 2023) dapat
digunakan menjelaskan
pembentukan Koalisi Indonesia Hebat
(KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Di
sini, masing-masing partai
keuntungan kolektif dari
dengan aktor dominan PDIP di satu sisi
dan Gerindra di sisi lain. Konsep Shapley
Value atau cooperative game theory
(Shapley, 1953) , relevan untuk mengukur
kontribusi partai kecil seperti PKB atau
PAN, yang meskipun secara elektoral tidak
dominan, menjadi penentu keseimbangan
kekuatan di parlemen. Dalam hal ini,
koalisi dibentuk atas dasar logika win-win
solution dan pembagian kekuasaan yang
dinegosiasikan, sebagaimana dianalisis
dalam model bargaining theory.

Pada Pemilu 2019, strategi politik
memperlihatkan pola
game theory dalam fase awal (Braack et al.,
2024) , ketika masing-masing calon
(Jokowi dan Prabowo) bersaing secara
dan belum terjadi kompromi
antarkubu. Namun, pasca pemilu, terjadi
realokasi strategi: PAN dan Demokrat
yang sebelumnya berada di kubu oposisi
bergabung ke pemerintahan. Pergeseran
ini mencerminkan hasil Nash Equilibrium,
di mana masing-masing partai memilih
strategi optimal untuk kepentingan jangka
panjang setelah memperhitungkan hasil
pemilu dan potensi pembagian kekuasaan.
Bargaining intensif terjadi dalam
pembagian jabatan kabinet, menunjukkan

untuk

menilai
berkoalisi

non-cooperative

frontal
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penerapan praktis dari bargaining theory,
khususnya dalam konteks asymmetric
power dynamics antara partai besar dan
kecil.

Sementara itu, pada Pemilu 2024,
model coalition formation game menjadi
semakin nyata. Koalisi
Prabowo-Gibran yang melibatkan
Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat
tidak hanya dibentuk sebelum pemilu,
tetapi mengalami transformasi
pascapemilu sebagai respons terhadap
hasil pilpres dan kekuatan legislatif. Di sisi
lain, kegagalan PDIP dalam
mempertahankan posisi pemenang meski
unggul secara legislatif memperlihatkan
lemahnya coalition commitment jangka
panjang. tampak
pragmatis dan adaptif terhadap dinamika
kekuasaan, yang dapat dianalisis sebagai
bentuk dynamic game dengan informasi
tidak sempurna (imperfect information
game), di mana aktor politik bereaksi
terhadap
seperti keputusan Mahkamah Konstitusi,
dinamika elektabilitas, dan tekanan elite
politik.

Di tingkat daerah (Pilkada 2024),
pembentukan koalisi cenderung bersifat
localized game, di mana logika nasional
tidak sepenuhnya berlaku. Partai yang
berkoalisi di tingkat pusat dapat menjadi
pesaing di daerah, mencerminkan bahwa
strategi dalam game politik Indonesia
bersifat berlapis (multi-level game).
Koalisi dipengaruhi oleh potensi kandidat
lokal, kepentingan elite daerah, serta
peluang elektoral yang spesifik, yang
menunjukkan

pendukung

Koalisi bersifat

perkembangan  situasional

batasan dari model

cooperative dalam konteks desentralisasi

politik.
Dengan memperhatikan konteks
tersebut, dapat disimpulkan bahwa

masing-masing pemilu memperlihatkan
pergeseran model game theory yang
dominan: cooperative pada 2014, non-
cooperative dan bargaining pada 2019,
serta coalition formation dan dynamic
game pada 2024. Temuan ini menegaskan
bahwa pendekatan game theory bukan
hanya abstraksi matematis, melainkan
kerangka kerja yang dapat
merepresentasikan secara konkret logika

negosiasi dan aliansi dalam politik
Indonesia.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Analisis game theory terhadap

strategi negosiasi dalam pembentukan
koalisi politik di Indonesia memberikan
wawasan yang mendalam tentang pola
antar partai
multipartai yang kompleks. Hasil analisis
menunjukkan pembentukan
koalisi di Indonesia didorong oleh
kombinasi kepentingan pragmatis,
ideologi politik, dan relasi personal antar
elit partai.

Pada 2014,
cooperative game theory menjelaskan
pembentukan Koalisi Indonesia Hebat
(KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), di
mana partai-partai mengejar keuntungan
kolektif dan saling melengkapi kekuatan
legislatif, sebagaimana terlihat dalam
peran strategis PKB dan PAN meskipun

interaksi dalam sistem

bahwa

Pemilu model
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elektoralnya  kecil. = Pemilu 2019
menunjukkan pola non-cooperative dalam
kompetisi Jokowi dan
Prabowo, namun kemudian bergeser ke
bargaining game pasca pemilu ketika
partai oposisi seperti PAN dan Demokrat

bertransisi ke

awal antara

pemerintahan,
mencerminkan strategi optimal ala Nash
Equilibrium. Sementara itu, pada Pemilu
2024, dinamika koalisi mencerminkan
coalition formation game dengan ciri-ciri
dynamic game dan imperfect information,
sebagaimana tampak dalam transformasi

aliansi  pendukung  Prabowo-Gibran
pascapilpres dan  kegagalan  PDIP
membangun koalisi penguasa meski

unggul secara legislatif.

Dengan demikian, masing-masing
model dalam game theory tidak hanya
relevan secara teoretis, tetapi juga mampu
menjelaskan secara proses
pembentukan koalisi di tiap pemilu.
Temuan penting lainnya adalah bahwa
partai-partai kecil, meski secara elektoral
lemah, sering menjadi aktor penentu
karena posisi tawarnya dalam konfigurasi
kekuasaan.

Namun, realitas politik Indonesia
tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh
pendekatan matematis semata. Faktor-
faktor non struktural seperti tekanan
publik, peristiwa tak terduga, dan
dinamika internal partai juga

empiris

mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena
itu, game theory tetap perlu dilengkapi
dengan pemahaman konteks sosial politik

yang lebih luas untuk menghasilkan
analisis politik yang utuh dan mendalam.

Saran

Penelitian ini memberikan beberapa
rekomendasi. Pertama, untuk peneliti
selanjutnya, penelitian ini membuka
peluang untuk studi lebih lanjut dengan
pendekatan multidisiplin. Peneliti
berikutnya disarankan untuk
mengintegrasikan analisis game theory
dengan pandangan sosiologis dan
antropologis untuk memahami dimensi
sosial budaya
pembentukan koalisi politik di Indonesia.
Lebih lanjut, penelitian yang lebih
mendalam tentang peran media sosial dan
tekanan publik dalam membentuk strategi
negosiasi partai politik bisa menjadi fokus
kajian yang relevan di masa depan.

Kedua, hasil penelitian ini memiliki
rekomendasi
yaitu para politisi dapat menggunakan
model-model analitis seperti game theory
untuk merancang strategi negosiasi yang

lebih efektif. Rekomendasi ini juga penting

yang mempengaruhi

implikatif yang penting,

bagi pemerintah dan lembaga
penyelenggara pemilu untuk
meningkatkan transparansi dalam

pembentukan koalisi dan memperkuat
kepercayaan publik terhadap sistem
politik Indonesia.
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